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WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:

Mengingat

1,

188.34/4366/SJ tanggal 27 Agustus 2014 perihal Klarifikasi
Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Gangguan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;

bahwa masa retribusi dan saat retribusi terutang yang
diatur dalam Bab IX pasal 12 Peraturan Daerah Kota Ambon
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
(Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Seri C Nomor 04)
sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun

2012 Seri C Nomor 04) yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah
Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 ) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pényelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 435 1);

-

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor S5049);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nontor 4503 );



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor S5285);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor S5161);

13.Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982
tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan (UUG/HO) Bagi

Perusahan-Perusahan Yang Berlokasi Diluar Kawasan
Industry;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

15.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota
Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7
Seri E Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Nomor 229);

16.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008
tentang PembentukanOrganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Kota Ambon Dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat
Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun

2008 Nomor 8 Seri D Nomor 1, TambahanLembaran Daerah
Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 14 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun

2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012

Nomor 14 Seri C Nomor 04), diubah sebagai berikut :

6y

)

3)

. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2)dan ayat (3) dihapus diganti menjadi

1 (satu) ayat baru, dan diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni pasal 12A yang berbunyi :

Pasal 12

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 12A
Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin dalam hal
melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari
sebelumnya sebagai akibat dari
a. Perubahan sar:a.na usaha
b. Penambahan kaspasitas usaha
¢. Perluasan lahan dan bangunan usaha, dan/atau;
d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
Dalam hal terjadi perubahan pengunaan ruang disekitar lokasi usahanya
setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan
perubahan izin.
Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dipenuhi
oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota Ambon dapat mencabut izin usaha.



Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Ambon.
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 20 September 2016
' NYALIKOTA AMBON, é
?Fﬁﬁs JOHANIS PAPILAYA
Dlundangkan di Ambon

LEMBARAN DAF,&QAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 1

-

NOREG 1 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 1 TAHUN 2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, peémerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah.

bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini terutama
pada pasal 12 yang mengatur tentang Masa Berlaku Izin Gangguan yang
berdampak pada kegiatan usaha sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap materi muatan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal12A
Cukup jelas.
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